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Abstract: Indonesia has being an independent state more than 73 year, but it is not yet a modern state. It
is due to a lack of continuity between Indonesian culture (in the forms of local cultures and religions) and
modern culture. National culture, in the form of Pancasila state, is not similar to the original Indonesian
culture as it is a mix of Indonesian culture and modern culture. This article is to elaborate transformative
education which will synergize Indonesian culture and modern culture. This article is a kind of qualitative
research, using observation and literature study methods. It focuses on the immaterial aspects of culture,
namely supra-structure of both Indonesian culture and the modern one. Curriculum 2013 Revised that
discards religious skills from all subjects, except Religious Education and Civic Education, reflects that
government has not yet formulated clearly the national education system. National education should be
transformative that enables to synergize the Indonesian culture to the modern one.
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PENDIDIKAN TRANSFORMATIF SEBAGAI DIALEKTIKA KEBUDAYAAN ASLI DENGAN
KEBUDAYAAN MODERN

Abstrak: Setelah merdeka lebih 73 tahun, Indonesia masih belum menjadi negara modern. Hal itu terjadi
karena adanya kesenjangan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan modern. Kebudayaan nasional
dalam bentuk kebudayaan Pancasila tidak sepenuhnya merupakan kelanjutan kebudayaan asli sehingga
Indonesia harus melakukan transformasi budaya. Artikel ini akan membahas pendidikan transformatif,
yang akan mendialektikakan kebudayaan asli dengan kebudayaan modern. Artikel ini merupakan hasil
penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan metode observasi dan studi pustaka. Penelitian ditekankan
pada aspek immaterial (suprastruktur), yang menjadi fondasi bagi struktur kebudayaan, baik dalam
kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan modern. Pendidikan transformatif merupakan pendidikan
yang mampu mensinergikan suprastruktur kebudayaan asli (kebudayaan daerah dan agama) dengan
suprasturktur kebudayanaan modern. Aspek suprastruktur kebudayaan asli tercermin dalam sila ke-1
yang bersifat religius, sedangkan aspek suprastruktur kebudayaan modern tercermin dalam sila ke-2, 3,
4, dan 5 yang sifatnya rasional. Kedua karakteristik ilmu itu harus menyatu dalam materi pelajaran yang
diajarkan di sekolah, yang tercermin dalam religious skills.

Kata kunci: kebudayaan asli, kebudayaan modern, religious skills, Pancasila.

PENDAHULUAN kebudayaan dalam arti luas, bukan hanya seke-
Setelah merdeka lebih 73 tahun, suatu dar kesenian, namun keseluruhan elemen dalam
kurun waktu yang sudah cukup lama, Indone- suatu peradaban. Menurut Koentjaraningrat
sia belum menjadi sebuah negara yang modern, ada 7 elemen kebudayaan, yaitu sistem religi,
yang 40 % Pendapatan Domestik Bruto berasal sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kese-
dari sektor industri dan sekarang ini, Indonesia nian, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem
baru memiliki PDB sektor industri sebesar 18% teknologi (Koentjaraningrat, 1988).
(Bappenas, 2018:42). Hal itu terjadi karena In- Indonesia mengalami kendala transfor-
donesia mengalami kendala dalam melakukan masi ketujuh elemen kebudayaan menuju negara
transformasi budaya yang memungkinkan bagi modern. Memang tingkat hambatan transformasi
keberhasilan proses modernisasi. Yang saya dalam ketujuh elemen itu tidak sama. Untuk ke-
maksudkan dengan kebudayaan di sini adalah perluan analisis, saya mengklasifikasikan ele-
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men kebudayaan menjadi dua. Kedua elemen
pertama dinamakan aspek immaterial kebu-
dayaan dan lima elemen selanjutnya dinama-
kan aspek material kebudayaan. Aspek immate-
rial memiliki peranan penting bagi keberhasilan
transformasi dalam aspek material kebudayaan.
(Jameson, 2002: 77). Aspek immaterial kebu-
dayaan, sebagai inti dari suatu kebudayaan,
dan dikenal dengan istilah supra-struktur dalam
analisis Marxisme merupakan fondasi bagi ba-
ngunan struktur material kebudayaan, di sam-
ping berfungsi memberi makna atau nilai ter-
hadap kehidupan (Selva, Domenech, Gash,
2017:1-3).

Kebudayaan nasional dalam bentuk kebu-
dayaan Pancasila tidak sepenuhnya merupakan
kelanjutan dari kebudayaan asli Indonesia. Ke-
budayaan Pancasila merupakan perpaduan ke-
budayaan asli (kebudayaan daerah dan agama,
khususnya Islam) dengan kebudayaan modern.
Dalam pengertian ini, kebudayaan asli tercer-
min dalam sila ke-1 Pancasila, yang merupakan
aspek supra-struktur dari kebudayaan nasional
yang akan dibangun. Sila ke-2, 3, 4, dan 5 Pan-
casila merupakan cerminan kebudayaan mo-
dern, sebagai pengembangan pengetahuan yang
didasarkan pada akal. Dengan demikian, bentuk
negara Pancasila bersifat semi sekuler karena
agama (sila ke-1) memiliki peran dalam sektor
publik, walaupun dalam bentuk nilai-nilai uni-
versal. Jelas hal ini berbeda dengan peradaban
Barat yang meminggirkan agama ke dalam sek-
tor privat. Sebagai konsekuensinya, hubungan
agama (khsusnya Islam) dengan negara bersi-
fat saling memberi legitimasi (Rochmat, 2014).
Atas dasar itu, Acac (2015) menilai secara tepat
bahwa Pancasila merupakan bentuk modern dari
penerapan Syari’ah.

Indonesia sudah mengadopsi kemajuan
peradaban Barat dalam kelima aspek material
kebudayaan, namun sampai saat ini Indonesia
belum berhasil menjadi negara modern. Hal itu
terjadi karena aspek immaterial kebudayaan asli
(kebudayaan daerah dan agama) belum mem-
berikan justifikasi terhadap kebudayaan modern
sehingga rakyat belum menerima kebudayaan
modern secara tulus (Selva, Domenech, and
Gash, 2017:3). Untuk keperluan itu, pendidikan
transformatif memiliki peranan penting bagi
upaya menjembatani kebudayaan asli dengan
kebudayaan modern. Pendidikan transformatif
mengajarkan materi pendidikan modern yang
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dimaknai dari sudut pandang supra-struktur ke-
budayaan asli Indonesia. Dengan kalimat lain,
faktor immaterial kebudayaan asli memberikan
justifikasi terhadap kebudayaan modern (Jame-
son, 2002:77).

Indonesia belum menjadi negara mo-
dern juga disebabkan Indonesia mengambil
kebudayaan modern setengah hati. Indonesia
cenderung mengadopsi aspek material dari ke-
budayaan Barat dan mengabaikan aspek imma-
terial kebudayaan Barat yang menjadi landasan
dan juga konteks bagi produk kebudayaan Barat.
Kebudayaan Barat menekankan pada akal seba-
gai alat untuk mencapai kebenaran dan karena-
nya mengembangkan prinsip rasionalitas, prinsip
checks and balances (saling kontrol), yang akan
melahirkan keseimbangan dalam masyarakat
(Ladenburg, 2007:46). Dengan demikian, penge-
tahuan kita tentang aspek material kebudayaan
Barat tidak diimbangi oleh aspek immaterial
kebudayaan Barat yang menjadi konteks bagi
produk material kebudayaan Barat.

Sebenarnya waktu 50 tahun merupakan
suatu waktu yang cukup untuk menjadi negara
maju bila suatu negara melakukan modernisasi
sesuai dengan landasan budayanya dan juga
prinsip-prinsip immaterial kebudayaan Barat.
Dalam hal ini landasan filosofis yang operasio-
nal memiliki peranan menentukan dalam proses
modernisasi. Contoh, Otto von Bismarck ber-
hasil menyatukan German pada tahun 1871 dan
kemudian pada tahun 1911 berani mengobarkan
Perang Dunia I dan sekaligus menjadi negara
paling maju di Eropa daratan. Contoh lainnya
adalah Jepang yang memodernisasi negaranya
sejak Restorasi Meiji tahun 1868 dan pada tahun
1904 Jepang berhasil mengalahkan negara kulit
putih Rusia. Contoh lainnya lagi adalah Amerika
Serikat yang mengikrarkan politik luar negeri
outward looking pada tahun 1896, menjadi ne-
gara super power pada tahun 1945.

Memang Indonesia bukan satu-satunya
negara yang gagal menjadi negara maju dalam
waktu yang cukup lama. Negara-negara yang
mayoritas penduduknya Muslim juga gagal
mengantarkan negaranya menjadi suatu negara
yang maju. Brunei Darussalam dan Arab Saudi
memiliki pendapatan per kapita yang sangat
tinggi, namun mereka mendapatkannya dari ha-
sil sumber daya alam (SDA) dan bukan dari ha-
sil pengembangan teknologi modern. Nampak-
nya negara-negara yang mayoritas penduduknya
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Muslim memiliki kendala social capital (modal
sosial) dalam mewujudkan sebuah negara yang
modern. Contoh modal sosial seperti demokrasi,
toleransi, tolong-menolong, budaya antri, Hak
Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain (Foroutan,
2013:1-2). Modal sosial (social capital) sangat
penting bagi terwujudnya solidaritas sosial (soli-
darity), yang memungkin berbagai kekuatan
sosial-politik yang ada untuk berkompetisi se-
cara fair. Muslim cenderung menekankan pada
penerapan ajaran-ajaran dalam Rukun Iman
dan Rukun Islam, yang merupakan jenis ibadah
ritual (ibadah mahdlah) dan kurang mengem-
bangkan ajaran-ajaran sosial dalam Islam, yang
dikategorikan sebagai Rukun Sosial (Rochmat,
2014:326). Padahal, ajaran-ajaran sosial dalam
Islam sangat banyak sekali dan justru ajaran-
ajaran sosial inilah yang menghandarkan negara-
negara menjadi negara industri.

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian
kualitatif, yang fokusnya lebih pada interpretasi
terhadap data agar didapatkan penjelasan yang
mendalam terhadap suatu fenomena yang dia-
mati. Adapun fenomena yang diteliti berkaitan
dengan proses modernisasi di Indonesia yang
mengalami hambatan. Data diperoleh dari stu-
di pustaka dan observasi terhadap proses mo-
dernisasi di Indonesia. Data yang diamati baik
berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.
Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti
website, buku, dokumen, dan observasi. Data
memegang peranan penting bagi pemahaman
penulis terhadap konteks yang menjadi landasan
bagi proses modernisasi itu. Sebenarnya kebu-
dayaan merupakan konteks yang menentukan
sukses tidaknya proses modernisasi, baik unsur
kebudayaan yang berwujud material maupun
yang berujud immaterial. Kesuksesan proses
modernisasi ditentukan oleh sejauhmana ada
kontinyuitas dari kebudayaan lama ke kebu-
dayaan modern. Kontinyuitas ini berkaitan den-
gan proses transformasi, yang mana pendidikan
memiliki peranan penting. Dengan begitu artikel
ini menitikberatkan pada transformasi aspek
immaterial kebudayaan, khususnya keterkaitan
kebudayaan Indonesia lama dengan kebudayaan
modern dan keterkaitan pendidikan Indonesia
lama dengan pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Indonesia belum menjadi negara modern
setelah merdeka 73 tahun karena modernisasi
belum benar-benar dilakukan selaras dengan as-
pek supra-struktur kebudayaan asli Indonesia.
Memang kebudayaan nasional, dalam bentuk ke-
budayaan Pancasila, tidak sepenuhnya kelanju-
tan dari kebudayaan asli. Kebudayaan Pancasila
merupakan campuran kebudayaan asli dengan
kebudayaan modern. Kebudayaan asli tercermin
dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa. Kebudayaan asli ini mewakili ke-
budayaan daerah dan agama, khususnya Islam;
sedangkan kebudayaan modern tercermin dalam
sila ke-2, 3, 4, dan 5. Sila ke-1, sebagai aspek
supra-struktur, hendaknya dijadikan landasan
dalam memahami sila-sila yang lain. D1 sini lain,
pembangunan struktur peradaban modern harus
juga didasarkan pada pemahaman yang benar
terhadap aspek immaterial peradaban modern.
Dengan demikian, agen-agen perubahan sosial
harus memahami aspek immaterial, baik dalam
kebudayaan asli maupun kebudayaan modern
(Connor, 2009: 3).

Pemahaman supra-struktur sebagai inti
dari suatu kebudayaan dapat merevisi pandang-
an yang sudah umum bahwa kebudayaan meru-
pakan sistem simbol dan makna. Ada benarnya
juga pemahaman kebudayaan sebagai sistem
simbol dan makna karena produk kebudayaan,
yang tercermin dalam kelima aspek material bu-
daya, memiliki karakteristik yang berbeda dari
suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, yang
tentunya memiliki makna tersendiri. Memang
adakalanya suatu kebudayaan memiliki simbul
tersendiri dengan makna tersendiri pula. Akan
tetapi, adakalanya suatu simbul bersifat univer-
sal, sehingga bisa menjadi daya perekat antar
beberapa kebudayaan. Adakalanya juga simbul
yang sama diberi makna berbeda karena masing-
masing kebudayaan memiliki aspek immaterial
(sistem religi dan sistem pengetahuan) yang ber-
beda. Hal ini sejalan dengan konsep thick culture
yang diperkenalan oleh Geertz (1973: 3-10) dan
thick and thin culture oleh Waltzer (1994: 1-20).
Yang dimaksud dengan thick culture adalah ke-
budayaan yang lebih dekat dengan individu dan
dalam hal ini agama bisa dikatakan sebagai rep-
resentasi dari thick culture. Di sis lain, thin cul-
ture merupakan kebudayaan yang diperkenalkan
kepada individu belakangan, seperti kebudayaan
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nasional (Pancasila). Dengan begitu, individu
bisa memiliki multi-identitas: dia bisa menjadi
seorang yang religius dan sekaligus Pancasilais.

1. Pendidikan Transformatif sebagai sinergi
aspek supra-struktur kebudayaan asli dan
kebudayaan modern

Pendidikan transformatif belum terjadi

seperti yang diharapkan karena tidak banyak
agen modernisasi yang memahami aspek supra-
struktur dari kebudayaan asli maupun kebu-
dayaan modern. Hal itu nampak dalam dikotomi
sistem pendidikan, yaitu Kementerian Pendidik-
an dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
Masing-masing mengembangkan sistem pen-
didikan yang berbeda. Yang pertama mengem-
bangkan pendidikan modern, yang menekankan
pengembangan ketrampilan yang bersumber dari
akal. Yang kedua mengembangkan pendidikan
agama, yang lebih menekankan pengembangan
ketrampilan religius. Memang kedua kemen-
terian sudah mengarahkan terciptanya sistem
pendidikan Pancasilais, yang mengembangkan
baik ketrampilan berpikir maupun ketrampilan
religius. Hal itu nampak dalam kebijakan yang
memberikan mata pelajaran agama di sekolah
nasional dan sebaliknya kebijakan memberikan
mata pelajaran umum (ilmu sekuler) di sekolah
yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Pendidikan transformatif merupakan ben-

tuk pendidikan yang bisa mensinergikan aspek
supra-struktur baik kebudayaan asli maupun
kebudayaan modern dalam setiap materi pela-
jaran. Sila ke-1, yang merupakan aspek im-
material (supra-struktur) kebudayaan asli, hen-
daknya menjiwai sila-sila yang lain. Sila ke-1
merupakan pencerminan unsur religi dan sistem
pengetahuan, sebagaimana dipahami Koentja-
raningrat (1988) dalam kategori tujuh elemen
kebudayaan. Adapun sila ke-2, 3, 4, dan 5 seba-
gai produk dari kebudayaan modern harus dipa-
hami dalam konteks supra-struktur kebudayaan
modern. Oleh karena itu, pelembagaan struktur-
struktur kebudayaan modern, baik dalam aspek
sistem sosial, termasuk sistem politiknya; sistem
ekonomi, sistem bahasa, sistem kesenian, dan
sistem tekonologi tidak boleh dilepaskan dari
prinsip-prinsip seperti rasionalitas, keseimbang-
an (checks and balances), efisiensi, transparan.

369

2. Religious Skills sebagai dialektika Ilmu
Religius dengan Ilmu Modern

Pendidikan memiliki peranan penting
dalam proses transformasi kebudayaan asli ke
kebudayaan modern. Akan tetapi, materi pen-
didikan di Indonesia belum sepenuhnya bersifat
transformatif. Dua kutub ekstrim mata pelajaran,
Pendidikan Agama di satu pihak dan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di pihak lain,
sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan
agama, khususnya Islam, cenderung mengajar-
kan aspek identitas agama, seperti tercermin da-
lam Rukun Iman dan Rukun Islam. Pendidikan
Agama kurang menaruh perhatian pada aspek
universal agama, seperti tercermin dalam social
capital (Rukun Sosial). Aspek universal agama
ini merupakan fondasi yang membangun ke-
budayaan modern. Hal itu terjadi karena guru
agama kurang memahami ilmu-ilmu modern. Di
lain pihak, guru Pendidikan Pancasila dan Ke-
warganegaraan yang terdidik di sekolah umum,
tidak memahami ilmu-ilmu religius. Oleh karena
itu, mereka dalam mengajarkan materi pelaja-
ran tidak mengaitkan dengan keyakinan agama
siswa. Akibat lebih lanjut, siswa mempelajari
ilmu-ilmu modern dengan tidak sepenuh keya-
kinan.

Pembahasan
1. Pancasila sebagai Dialektika Kebudayaan
Indonesia dengan Kebudayaan Modern
Masalah kebudayaan nasional tidak men-
jadi kendala bagi Jepang dan karenanya Jepang
berhasil memodernisasi negerinya secara cepat.
Jepang punya komitmen yang kuat terhadap
keyakininannya bahwa pendidikan merupakan
kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Jepang tidak
menghadapi ketegangan yang berarti antara ke-
budayaan asli yang fokusnya pada agama de-
ngan kebudayaan modern yang salah satunya
dimanifestasikan dalam bentuk nasionalisme.
Hal ini nampak dalam kontiyuitas sistem pe-
nyelenggarakan pendidikan, yang melanjutkan
sistem pendidikan yang sudah ada dan tetap
diselenggarakan oleh para pemuka agama. Jadi
ada kelanjutan antara sistem pendidikan tradi-
sional dengan sistem pendidikan modern. Pe-
merintah yang berkuasa tidak mengembangkan
sistem pendidikan tersendiri. Justru pemerintah
membantu mengembangkan sistem pendidikan
tradisional yang sudah ada. Mengingat adanya
kontinyuitas antara tradisi dan modernisasi, guru
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tidak jarang menyuruh muridnya mengunjungi
tempat-tempat ibadah agama Shinto dalam upa-
ya menanamkan semangat nasionalisme.

Bila dibandingkan dengan Jepang, mo-
dernisasi Indonesia berjalan lambat karena kita
belum berhasil merumuskan kebudayaan nasion-
al yang operasional (Galanter, 1965: 133). Sebe-
narnya Indonesia sudah merumuskan Pancasila
sebagai landasan bagi kebudayaan nasional,
namun Pancasila belum sepenuhnya operasio-
nal dalam semua aspek kehidupan, baik dalam
sistem pendidikan, sistem sosial kemasyarakat-
an, sistem politik, sistem kebudayaan, sistem
ekonomi, dan lain-lain. Hal itu karena Pancasila
tidak sepenuhnya kelanjutan kebudayaan asli,
namun juga merupakan bentuk adopsi kebu-
dayaan modern. Hal itu dilakukan karena Pan-
casila merupakan hasil kompromi antar berba-
gai kekuatan sosial politik yang ada, baik yang
berasal dari pendukung kebudayaan Indonesia
maupun pendukung kebudayaan modern.

Pancasila merupakan hasil dialektika
kebudayaan asli Indonesia (termasuk agama)
dengan kebudayaan modern. Sila ke-1 mencer-
minkan kebudayaan asli Indonsia, sedangkan
sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 merupakan mani-
festasi dari kebudayaan Barat. Sila ke-2 sampai
ke-5 bisa dikatakan sebagai ilmu duniawi (ilmu
sekuler), yang didasarkan pada akal manusia, se-
dangkan sila ke-1 sebagai ilmu yang bersifat re-
ligious karena didasarkan pada keyakinan manu-
sia yang bersumber dari hati. Dengan kata lain,
agama hendaknya dijadikan petunjuk dalam ke-
hidupan duniawi (sekuler), termasuk dalam ke-
hidupan publik di Indonesia (Selva, Domenech,
Gash, 2017: 3-4).

Pancasila tidak mengadopsi teori sekuleri-
sasi Barat secara murni, selaras dengan konteks
rakyat Indonesia yang bersifat religius. Agama
merupakan aspek immaterial kebudayaan In-
donesia yang akan memberi makna terhadap
aspek material kebudayaan. Peran agama sa-
ngat penting karena memberi justifikasi atau
legitimasi terhadap aspek material kebudayaan.
Akan tetapi, agama sebagai suatu aturan jangan
sampai dipolitisasi (agama digunakan sebagai
alat politik), karena sejalan dengan prinsip “wa-
sit tidak boleh ikut main dalam pertandingan”.
Memang agama memiliki peranan dalam sektor
publik, tidak seperti di kebudayaan Barat yang
meminggirkan peran agama ke ranah privat se-
mata, namun peran agama dalam bentuk nilai-

nilai universal, bukan dalam karakternya yang
primordial (Acac, 2015).

Kebudayaan nasional memiliki peranan
krusial dalam modernisasi karena merupakan
konteks berlangsungnya proses modernisasi, na-
mun kebudayaan nasional kita, Pancasila, belum
mantap. Hal itu karena Pancasila merupakan ha-
sil kompromi berbagai kekuatan sosial-politik,
termasuk kelompok agama. Untuk itu, berbagai
kekuatan sosial politik itu harus terus mengem-
bangkan dialog agar paradigma Pancasila bisa
operasional dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Berikut penilaian kritis Barnet (1995:
vii) terhadap modernisasi di dunia ketiga.

The main problems in the Third World are

not, by and large, the absence of technical

specialists —countries such as India and

Pakistan have these aplenty; ... The main

problems are sociological and political

problems, the contexts within which ap-
parently “technical” decision are taken

[garis miring merupakan penekanan penu-

lis].

Masalah kebudayaan nasional nampak
jelas dalam sejarah modern bangsa Indonesia,
bahkan sampai sekarang ini. Hal ini nampak
dalam dualisme sistem pendidikan, yaitu De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang
mengelola ilmu sekuler dan Departemen Agama
yang mengelola ilmu keagamaan. Kedua depar-
temen mengembangkan dua sistem pengetahuan
yang berbeda, yaitu modern system of knowledge
(dari kebudayaan Barat) dengan religious system
of knowledge (dari kebudayaan Indonesia). Hal
itu terjadi karena elit politik yang memerintah
tidak bisa mentransformasikan religious system
of knowledge dengan modern system of know-
ledge (Burhani, 2017: 330).

Mayoritas elit politik merupakan produk
kebudayaan Barat dan mereka berasal dari go-
longan priyayi (golongan elit tradisional) yang
juga telah mencari legitimasi dari Islam. Dalam
kenyataannya, kelas priyayi ini kurang berhasil
mentransformasikan Islam dengan kebudayaan
asli Indonesia, sehingga mereka pun tidak bisa
mentransformasikan Islam dengan kebudayaan
modern. Penjajah Belanda pun tidak pernah
berusaha mentransformasikan kebudayaan ke-
budayaan Islam) dengan kebudayaan Barat.
Mereka berusaha melakukan pendekatan asimi-
lasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Barat,
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yang sekaligus akan memisahkan kelas priyayi
dengan kelompok santri (Muslim) (Burhani,
2017: 334).

Mengingat mayoritas elit yang memer-
intah tidak belajar di lembaga pendidikan tra-
disional (yang berlandaskan religious system
of knowledge), mereka tidak bisa melakukan
transformasi sistem pendidikan tradisional ke
dalam sistem pendidikan modern. Mereka lalu
mengembangkan sistem pendidikan nasional
tersendiri, yang berbeda dengan sistem pendi-
dikan di pesantren. Memang kemudian ada usa-
ha untuk saling mendekatkan religious system
of knowledge dengan modern system of know-
ledge dengan cara memberikan pelajaran agama
di sekolah umum dan sebaliknya memberikan
pelajaran umum di sekolah agama. Apakah kita
perlu melebur kedua kementerian itu menjadi
satu kementerian saja bila kedua pendekatan
itu sudah bisa menyatu? Yang penting bukan
peleburan kedua kementerian itu, tetapi kedua
kementerian memiliki visi dan misi yang sama
untuk menyatukan sistem pengetahuan religius
dengan sistem pengetahuan duniawi. Penyatuan
kedua kementerian itu bisa melahirkan sikap
otoriter karena pejabat yang memerintah men-
jadi memiliki kekuasaan dan kewenangan yang
sangat besar, sehingga hilang prinsip checks and
balances, sebagai salah satu ciri aspek imma-
terial kebudayaan modern (Laver and Shepsle,
1994: 294).

Bila aspek immaterial (khsusunya agama)
sudah selaras dengan aspek material dari ke-
budayaan modern, kita akan bisa melakukan
modernsasi secara cepat. Selama ini Muslim
melakukan modernisasi dengan setengah hati
karena aktivitas yang dilakukan dalam sektor
publik seringkali tidak didasarkan pada keya-
kinan agamanya. Hal itu terjadi karena pen-
didikan agama cenderung hanya mengajarkan
ajaran-ajaran yang termasuk ibadah khusus
(mahdlah), belum dikaitkan dengan ajaran-ajar-
an sosial yang sifatnya umum. Dalam hal ini,
Muslim cenderung menjalankan ajaran-ajaran
yang tercantum dalam Rukun Iman dan Rukun
Islam saja, dan belum ditransformasikan dengan
ajaran-ajaran sosial (Rukun Sosial), seperti yang
tercantum dalam sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5.
Akibatnya, mereka mengalami krisis moral da-
lam kehidupan di sektor publik, yang nampak
dalam merebaknya praktek Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) di negeri Muslim terbesar
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di dunia (Noy, 2017: 39-41). Penyakit KKN ini
disinyalir terjadi karena kita sedang mengalami
split identity (kepribadian terbelah) karena aspek
immaterial (agama) belum bisa menjelaskan as-
pek material kehidupan publik, seperti kemanu-
sian, nasionalisme, demokrasi dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kebudayaan
nasional merupakan faktor kunci bagi keberhasi-
lan pembangunan suatu bangsa. Kebudayaan
nasional merupakan identitas bangsa yang di-
gali dari khasanah budaya bangsa. Yang menjadi
masalah, Indonesia sebagai suatu negara bang-
sa (nation state) adalah suatu yang baru, yang
secara legal baru diproklamasikan 17 Agustus
1945. Tidak mudah mewujudkan suatu budaya
nasional, hal itu memerlukan proses panjang
melalui serangkaian komunikasi timbal balik
demi terciptanya solidaritas sosial dan akan
menghasilkan kesadaran bersama (conscience
collective). Kesadaran bersama merupakan mo-
ralitas suatu bangsa dan hal itulah yang menjadi
pedoman bagi semua komponen bangsa dalam
berinteraksi satu dengan lainnya. Bila kesadaran
bersama sudah berhasil dirumuskan secara ope-
rasional, semua komponen bangsa dapat berpar-
tisipasi secara aktif dalam pembangunan (Bel-
lah, 1973: ix).

Sejalan dengan konsep negara modern
yang memisahkan kepemimpinan politik dari
kepemimpinan agama, tokoh agama (terutama
ulama) berperan sebagai elemen civil society,
yang bertugas melakukan checks and balances
terhadap negara. Dalam konteks negara Pancasi-
la, peran civil society tidak terbatas pada sektor
privat, seperti di Barat yang mengadopsi teori
sekulerisasi murni. Tokoh agama bisa memain-
kan peran di sektor publik, namun mereka hanya
memperjuangkan nilai-nilai universal seperti
yang tercantum dalan sila ke-2, ke-3, ke-4, dan
ke-5. Dengan demikian, agama tidak mendesak-
an nilai-nilai agama yang sifatnya khusus.

Tidak mudah mewujudkan peran publik
agama karena hal ini berkaitan dengan trans-
formasi aspek immaterial (terutama agama) ke
dalam kebudayaan modern, baik aspek material
maupun immaterialnya. Bila aspek immaterial
(terutama agama) belum memberikan justifika-
si aktivitas sektor publik, umat beragama akan
mengalami kesulitan dalam mengembangkan
dialog di antar umat beragama, baik dari kalang-
an intern umat maupun antar umat beragama.
Dialog hendaknya diarahkan untuk merealisasi-
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kan nilai-nilai universal seperti yang tercantum
dalam Pancasila. Memang Pancasila memiliki
keterbatasan, karena sifatnya sebagai suatu kon-
trak sosial, sehingga perlu bantuan dari agama
maupun budaya lokal dalam mengelaborasikan-
nya secara operasional di masyarakat. Memang
agama dan budaya dimaksudkan sebagi sumber
nilai! Sedangkan Pancasila sebagai kontrak so-
sial lebih merupakan suatu kompromi, yang ten-
tunya akan dimaknai sesuai dengan keyakinan
masing-masing berdasarkan agama atau budaya
yang dianutnya (Abdullah, 2001: 7).

Umat beragama jangan bersaing mengusai
alat-alat negara demi mendesakkan ajaran-ajaran
khusus agamanya di sektor publik. Penguasaan
alat-alat negara oleh suatu kelompok umat be-
ragama tidak mendukung terciptanya negara
modern yang demokratis karena urusan politik
masuk dalam birokrasi. Bila suatu unit atau in-
stansi birokrasi dikuasai oleh kelompok tertentu,
sistem seleksi dan rekrutmen pegawai seringkali
mengabaikan prinsip merit.

Ada kelompok-kelompok intern umat
beragama (baik dari kalangan Islam, Kristen,
Hindu, Budha, dan lain-lain) yang bersaing men-
dapatkan kedekatan dengan rezim untuk melin-
dungi kepentingan kelompoknya dan mengha-
langi kepentingan kelompok lainnya. Seharusnya
mereka tidak menganggap praktek keagamaan
dari kelompok lain sebagai menyimpang dan
menganggap praktek keagamaannya sebagai
satu-satunya yang paling benar. Hal itu jelas ber-
tentangan dengan prinsip negara modern yang
mengakui kelompok-kelompok umat beragama
sebagai suatu denominasi dan karenanya mereka
harus mengembangkan prinsip toleransi. Hal ini
juga bertentangan dengan semangat agama seba-
gai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi kemanu-
siaan).

Pemerintah harus membantu pember-
dayaan ormas beragama sebagai elemen civil
society, apalagi negara Pancasila bukanlah neg-
ara sekuler (Acac, 2015: 60-61). Berdasarkan
teori politik modern, pemerintah tidak hanya
mengembangkan sentralisasi kekuasaan, tetapi
juga harus menciptakan mekanisme checks and
balances demi tegaknya demokrasi. Dengan de-
mikian antara umat beragama dengan pemerin-
tah saling mengembangkan legitimasi timbal ba-
lik (a mutual legitimacy) demi tegaknya prinsip
syuro (demokrasi) dan terciptanya kesejahteraan
dan keadilan (Laver and Shepsle, 1994: 294).

Selama ini pemerintah belum sepenuhnya
membantu umat beragama agar berperan aktif se-
bagai bagian dari civil society. Ada dua kemung-
kinan kenapa hal ini terjadi. Pertama, pemerintah
ingin mempertahakan kepentingan politiknya.
Untuk itu penguasa bisa memainkan politik
devide et impera terhadap berbagai kelompok
umat beragama. Konsekuensinya, pemerintah
yang tidak demokratis bisa tetap bertahan karena
adanya kecurigaan sesama umat beragama se-
hingga kelompok nasionalis maupun non-Mus-
lim cenderung membela penguasa. Kedua, pe-
merintah khawatir terhadap proses suksesi kare-
na kebudayaan nasional masih belum kokoh.
Pemerintah merasakan adanya sebagian umat
beragama yang ingin melakukan dominasi da-
lam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sampai sekarang masih ada kendala bagi
semua komponen bangsa berpartisipasi aktif da-
lam pembangunan karena mereka belum meru-
muskan landasan filosofis yang operasional.
Hal ini berdampak pada kehidupan politik na-
sional yang labil karena Pancasila ditafsirkan
sesuai dengan kepentingan ideologisnya ma-
sing-masing. Sebenarnya perbedaan pandangan
politik tidak menjadi masalah andaikata semua
kelompok sosial politik tidak bersifat ideologis
dan bersedia menerapkan prinsip take and give.
Kebenaran hendaknya dirumuskan bersama oleh
semua komponen bangsa dalam bentuk tindakan
bersama yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Bukankah konsep kebaikan memiliki ciri-ciri
obyektif yang bisa diterima dengan akal sehat.

2. Religious Skills sebagai dialektika Ilmu
Barat (Sekuler) dengan Ilmu Agama

Pada tahun 2017 pemerintah merevisi
Kurikulum 2013 dan pemerintah menghilang-
kan religious skill dalam semua mata pelajaran
di sekolah, kecuali untuk Pendidikan Agama.
Dihapusnya religious skill dalam kegiatan bela-
jar mengajar di kelas dapat dipahami bila dalam
prakteknya guru hanya mengajak peserta didik
berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajar-
an. Bentuk religious skill yang seperti ini jelas
tidak memiliki dampak yang fundamental dalam
dunia pendidikan. Bukahkah dalam KTSP 2006
dan kurikulum-kurikulum sebelumnya guru juga
selalu memulai dan mengakhiri pelajaran dengan
berdoa. Yang dimaksud dengan religious skills
adalah kemampuan mengaitkan materi pelajaran
dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh siswa.
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Hal ini mutlak diperlukan karena apa yang di-
lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus
memiliki landasan yang kuat menghujam dalam
keyakinan agamanya. Implikasinya, siswa akan
menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan
keyakinan agama, sehingga semua kegiatan yang
dilakukannya diharapkan akan membuahkan ha-
sil yang maksimal. Dengan begitu, dihapusnya
religious skills merupakan indikasi Indonesia
belum memiliki paradgima sistem pendidikan
yang jelas.

Sejalan dengan kebudayaan nasional,
sistem pendidikan Indonesia harus berlandaskan
pada Pancasila. Paradigma Pancasila bukan pa-
radigma sekuler yang hanya menekankan pada
peranan akal dalam pendidikan. Paradigma Pan-
casila bersifat religious skills, sebagaimana sila
ke-1 Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha
Esa. Ttulah sebabnya Acac (2015) menulis ar-
tikel yang berjudul ‘Pancasila: a contemporary
application of Magqasid al-Syari’ah’ (2015). Bu-
kankah sila pertama itu menjiwai sila-sila yang
lain? Hal ini berarti agama merupakan suatu
paradigma untuk menjalankan Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga
berarti kaca mata agama senantiasa dipakai ke-
tika kita mempelajari ilmu duniawi, yang sering
diberi label ilmu modern atau ilmu sekuler. Seba-
gai konsekuensinya, pelaksanaan sila ke-2, ke-3,
ke-4, dan ke-5 harus dipandu oleh sila ke-1.

Paradigma Pancasila sejalan dengan para-
digma agama (dalam hal ini Islam) yang tidak
membedakan ilmu agama dengan ilmu duniawi
karena semua ilmu harus diabdikan bagi kepent-
ingan Allah, yang berarti berguna bagi kemanu-
siaan. Ilmu menyatu dengan amal. [lmu agama
berfungsi untuk mengarahkan ilmu duniawi,
yang sangat diperlukan dalam kehidup-an di
duniawi, agar tidak menjadi bencana bagi kema-
nusiaan; bukankah membela Allah identik den-
gan membela kemanusiaan? (Acac, 2015: 70).
Dalam hal ini slogan Albert Einstein “ilmu tanpa
agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh” me-
nemukan relevansinya. Kemanusiaan merupa-
kan faktor obyektif yang bisa menyatukan ilmu
sekuler dengan ilmu religius, dalam artian se-
bagai peperangan abadi antara kekuatan Tuhan
dengan kekuatan setan (Mulkhan, 2001: 20).

Ada kaitan erat antara ilmu (duniawi/
sekuler) yang berdasarkan akal dengan ilmu
agama yang berdasarkan hati sehingga pen-
didikan harus bisa mengaitkan keduanya itu.
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Ilmu sekuler mengajarkan kita berpikir logis,
sistematis, kritis, kritis, analisis, dan evaluatif
(Widyastuti, 2018: 183). Pada tahap evaluatif
kita bisa mengaitkan ilmu sekuler dengan ilmu
agama dalam rangka memberi makna pada
pengetahuan. Dengan demikian, penghapusan
religious skills dalam Kurikulum 2013 Revisi
terhadap semua mata pelajaran, kecuali mata
pelajaran Pendidikan Agama dan mata pelaja-
ran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
merupakan suatu kesalahan. Memang Kuriku-
lum 2013 tetap mempertahankan ketrampilan re-
ligius dan ketrampilan sosial dalam Kompetensi
Inti-nya, namun guru tidak mengembangkannya
dalam perangkat pembelajaran. Hal itu dilaku-
kan dengan pertimbangan untuk mengurangi be-
ban tugas guru. Hal itu jelas suatu kontradiksi.
Sebenarnya, guru tidak harus membuat perang-
kat pembelajaran yang mendetail dari pembuatan
RPP sampai pelaksanaan Evaluasi. Yang paling
inti dari proses penanaman nilai-nilai religius
dan sosial ada pada materi pembelajaran.

Bila buku pelajaran sudah disusun ber-
dasarkan pertimbangan nilai-nilai religius dan
sosial, guru tidak perlu menyusun lagi ma-
teri pembelajaran. Dengan demikian, peme-
rintah perlu memastikan buku pelajaran sudah
mengembangkan pengetahuan akal dan hati
sekaligus. Pendekatan integratif dalam Kuriku-
lum 2013 pra-Revisi sudah benar, namun hal itu
belum dibarengi dengan buku paket dari mata-
mata pelajaran yang mampu mengintegrasikan
ilmu duniawi dengan ilmu agama.

Adanya kewajiban guru mencantumkan
Kompetensi Inti berkaitan dengan ketrampilan
religius dan sosial di dalam RPP menunjukkan
bahwa guru masih diberi tugas untuk mendidik
religious skills dan social skills. Dalam kegiat-
an belajar mengajar, guru membuka pelajaran
dengan berdoa dan juga mendidik nilai-nilai
ketrampilan religius dan sosial lainnya. Guru
juga menyampaikan nilai-nilai tersebut ketika
melakukan refleksi pada bagian penutup. Sebe-
narnya apa makna refleksi itu? Mengingat belum
jelasnya panduan melakukan refleksi, guru ser-
ingkali hanya mengutip kata-kata mutiara yang
seringkali tidak ada kaitannya dengan materi
pelajaran yang diajarkan. Seharusnya refleksi
merupakan suatu usaha untuk mengkaitkan ilmu
duniawi itu dengan agama yang menjadi sumber
nilai.
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Religious skills tidak hanya menjadi be-
ban Pendidikan Agama karena hal itu tidak
hanya didapatkan dari pendidikan agama, apa-
lagi pendidikan agama cenderung hanya menga-
jarkan materi ibadah mahdlah. Religious skills
tidak bisa dikuasai siswa bila Pendidikan Agama
hanya fokus pengajaran Rukun Iman dan Rukun
Islam. Religious skills hanya akan didapatkan
bila materi agama dikaitkan dengan ajaran-ajar-
an sosial (Rukun Sosial), sehingga siswa bisa
menjalani kehidupan sehari-hari secara religius.
Bukankah ketrampilan religius tidak hanya ke-
tika mereka melakukan ritual ibadah? Jadi, re-
ligious skills diperlukan selama 24 jam sehari.
Untuk itu pendidikan agama harus diintegrasi-
kan dengan ilmu duniawi. Dengan kata lain,
semua materi pelajaran harus dikaitkan dengan
keyakinan agama. Untuk itu Pendidikan Agama
tidak hanya bersifat normatif, tetapi bersifat
kontekstual dengan sistem sosial kemasyarakat-
an dan ekonomi, termasuk sistem politik. Jadi,
guru agama hendaknya mengaitkan ilmu agama
dengan ilmu duniawi, yang tercermin dalam Ru-
kun Sosial. Dengan begitu, pendidikan agama
mengembangkan pendekatan sosio-kultural,
yaitu pendekatan yang mengkaitkan aspek nor-
matif dengan konteks bagi penerapan nilai-nilai
agama. Idealnya, baik Kementerian Pendidikan
Nasional dan Kementerian Agama berperanan
dalam mengharmoniskan pengetahuan agama
dan pengetahuan duniawi. (Abdullah, 2001: 7).

Memang Al-Qur’an hanya satu, namun
pemahaman terhadapnya tidaklah monolitik
karena konteks bagi diterapkannya ajaran-ajar-
an dan nilai-nilai Islam itu berbeda. Perbedaan
konteks harus diketahui siapa saja yang hendak
menerapkan Islam dalam kehidupan karena hal
itu mengindikasikan adanya perbedaan sistem
kebudayaan, termasuk sistem sosial maupun
sistem politik. Perbedaan konteks memang harus
dipahami dan Allah menyuruh Nabi Muhammad
SAW melalui ayat pertamanya igra (Bacalah!).
Ingat, Nabi Muhammad SAW merupakan se-
orang Nabi yang ummi (tidak dapat membaca).
Apa maknanya? Nabi disuruh membaca konteks
yang akan digunakan untuk menerapkan ajaran-
ajaran Islam. Implikasinya, dalam suatu agama,
misalnya Islam, bisa muncul berbagai kelompok
yang mengmbangkan tradisi keagamaan yang
berbeda.

Adanya bermacam-macam tradisi kea-
gamaan menunjukkan adanya berbagai systems

of knowledge dan fakta bahwa tidak ada kebe-
naran tunggal dalam urusan agama. Bahkan,
dalam ilmu pengetahuan duniawi juga tidak
ada kebenaran tunggal karena adanya berba-
gai macam paradigma yang mengembangkan
pendekatan berbeda-beda terhadap suatu obyek
ilmu. Implikasinya, ‘knowledge is not identi-
cal to the truth, but it has commitment with the
truth’ (Saunders, 2004: 164). Mengingat banyak
sistem pengetahuan, kita jangan menggunakan
pendekatan ideologis dalam kehidupan, yang
cenderung melihat kebenaran dari salah satu
sudut pandang paradigma (Wahid, 1997: 79-82).
Pendekatan ideologis akhirnya melahirkan ke-
benaran formal berdasarkan sudut pandang ter-
tentu, sehingga kebenaran itu tidak bisa diterima
oleh mereka yang mengembangkan paradigma
yang berbeda atau pun mereka yang mengem-
bangkan tradisi pemikiran yang berbeda. Bila
hal itu dipaksakan, konflik antar-paradigma atau
antar-tradisi tidak dapat dihindari. Yang umum
terjadi, masing-masing paradigma tidak mau
mengembangkan prinsip ‘memberi dan mene-
rima’ (give and take), yang berguna bagi upaya
pencarian kebenaran bersama.

Kompromi berdasarkan pendekatan akal
tidak mudah dilakukan karena salah satu sifat
dari akal adalah tidak mau rugi. Hal itu karena
akal menghasilkan kebenaran yang bersifat ma-
terial. Akibatnya, tidak jarang akal digunakan
secara tidak sewajarnya, seperti memanipulasi
(ngakal-ngakali) kebenaran demi terpenuhinya
kebutuhan material tertentu. Untuk keperluan
itu, para pendukung pendekatan ideologis berke-
dok pada aturan-aturan formal sebagai alat untuk
meyakinkan pihak lain dan pada saat yang bersa-
maan, mereka menyembunyikan kebenaran yang
hakiki demi. Oleh karena itu, mereka cenderung
mengembangkan cara-cara kompromi atau ne-
gosiasi untuk mempertahankan keuntungan
material yang mungkin didapatkannya (Wahid,
1997: 80-82).

Pendekatan ideologis ini sangat menga-
gungkan peranan akal untuk memecahkan ber-
bagai problem kehidupan. Dalam kenyataannya,
ilmu dan teknologi modern tidak dapat menga-
tasi semua problem kehidupan dan tidak sedikit
ilmu dan teknologi memiliki dampak negatif
pada suatu masyarakat. Untuk itu, peran akal
perlu dilengkapi dengan peran hati dalam usaha-
nya mencari kebenaran. Dengan pertimbangan
hati, manusia akan mengembangkan kehidupan
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yang berprinsip pada konsep harmoni karena dia
tidak menonjolkan prinsip menangnya sendiri.
Dia akan mempertimbangkan hak dan kewa-
jiban pihak lain dalam kehidupan bersama. Dia
pun mau memberikan kompensasi bila pihak
lain dirugikan. Bahkan, dia bisa membantu
pihak lain melakukan transformasi dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Wahid,
1997: 79-82).

Pengikut ideologi yang berbeda-beda
seringkali berperang satu dengan yang lainnya
karena mereka tidak mengembangkan konsep
kebenaran dalam konteks timbal balik (relation-
ship). Seperti sudah saya jelaskan di atas bahwa
tidak ada kebenaran absolut di dunia ini karena
hal ini berkaitan dengan kompleksnya kehidup-
an yang senantiasa berubah dengan berjalannya
waktu dan konteks ruang yang plural. Dalm ke-
nyataanya, kebenaran seringkali tersembunyi
dalam fenomena kultural tertentu karena aspek
normatif terkait erat dengan peristiwa kultural
tertentu. Dengan kata lain, eksistensi kebenaran
itu tidak tergantung begitu saja pada pemikiran
individu saja, tetapi terkait juga dengan sistem
sosial dan budayanya. Implikasinya, konsepsi
kebenaran individual harus dinegosiasikan de-
ngan masyarakat sebagai konteksnya (Wahid,
2001: 147-148). Dalam kehidupan, Al-Qur’an
melarang kita mengklaim kebenaran sepihak
dan memerintahkan kita mengembangkan prin-
sip koeksistensi antar berbagai kelompok yang
berbeda-beda: “Untukmu agamamu dan untuk-
ku agamaku (the Qur’an 109:6) (Al-Hillali dan
Khan, 2007: 853). Maknanya, masing-masing
kelompok dapat meyakini kebenarannya secara
absolut karena hakikat kebenaran absolut itu
menghendaki sikap instrospeksi kedalam dan
tidak menuntut pengakuan pihak luar yang tidak
meyakininya (Mufid, 2010: 73-74).

Kebenaran akal bukan satu-satunya re-
alitas kehidupan, karena ada realitas kehidupan
lain yang perlu diperhitungkan, yaitu perasaan
ketidakpastian dan kehampaan (the feeling of
uncertainty and of emptiness). Perasaan terse-
but akan mempertajam perasaan kemanusiaan,
sehingga dia mau mengalah demi mendapatkan
realitas lain yang berada di luar dunia ini. Hal ini
akan mengarahkan manusia kepada kesadaran
akan Tuhan, satu-satunya yang pasti dan mutlak
(the only certain and absolute entity). Implika-
sinya, pendekatan hati dapat meredam konflik
antar sesama manusia yang biasanya dipicu oleh
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rebutan realitas material di dunia ini (Wahid,
1997: 79-82).

SIMPULAN

Indonesia belum bisa menjadi negara mo-
dern, padahal sudah merdeka 71 tahun. Jepang,
Jerman, dan Amerika bisa menjadi negara maju
dalam waktu yang singkat, karena mereka sudah
memiliki budaya nasional. Indonesia memiliki
kendala dalam mewujudkan kebudayaan na-
sional karena kebudayaan nasional dalam ben-
tuk Pancasila tidak sepenuhnya kontinyuitas dari
kebudayaan asli. Sila ke-2, 3, 4, dan 5 diadopsi
dari kebudayaan modern, sehingga kita perlu
pendidikan transformatif. Memang tidak mudah
mensinergikan kebudayaan asli yang religius
dengan kebudayaan Barat yang rasional. Hal itu
menuntut kemampuan memahami aspek imma-
terial kebudayaan asli dan sekaligus kebudayaan
modern. Akan tetapi, bila pendidikan transfor-
matif ini berhasil, Indonesia bisa menjadi mod-
ern dalam waktu cepat dan sekaligus bisa men-
gatasi krisis peradaban modern.

Penghapusan religious skill dalam Kuri-
kulum Revisi 2013 tidak memiliki landasan filo-
sofis yang kuat karena Pancasila mengamanat-
kan kepada kita bahwa sila ke-1, Ketuhanan
Yang Maha Esa, hendaknya menjiwai sila-sila
yang lain. Hal ini berarti bahwa kita hendaknya
mengembangkan paradigma yang religious.
Mengingat Indonesia tidak menganut model
negara sekuler murni, negara harus mendapat-
kan legitimasi dari agama. Nilai-nilai agama
mengarahkan jalannya kehidupan berbangsa
dan bernegara. Implikasinya, ilmu sekuler harus
dipandang berdasarkan sudut pandang agama
yang menekankan pada hati sebagai alat untuk
mendapatkan kebenaran. Sejalan dengan itu,
materi pendidikan hendaknya bisa menghasil-
kan religious skills. Hal ini sejalan dengan keya-
kinan Albert Einstein bahwa “ilmu tanpa agama
buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh”
(Dawkins, 2003: 61).
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